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ABSTRAK
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DELIK PERZINAAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN TAHUN 2002-2004)

Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini dilakukan untuk
mengetahui bagaimana proses penyelesaian perkara pertanggungjawaban pidana
delik perzinaan di Pengadilan Negeri Sleman Perspektif Hukum Islam. Selain itu
penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui pertimbangan serta dasar hukum
putusan Hakim dalam memutuskan perkara delik perzinaan di Pengadilan Negeri
sleman.

Adapun subyek penelitian ini adalah institusi Pengadilan Negeri Sleman,
sedangkan obyeknya adalah proses penyelesaian perkara pertanggungjawaban
pidana delik perzinaan dan pertimbangan serta dasar hukum putusan Hakim dalam
perkara delik perzinaan di Pengadilan Negeri Sleman. Adapun metode yang di
gunakan dalam penyampaian hasil penelitiannya adalah metode deskriptif
kualitatif. Setelah dilakukan deskripsi dari hasil penelitian, dilakukan analisa
secara kritis berdasarkan teori-teori hukum Islam yang bersumber dari nas al-
Qur’an, hadis dan berbagai kitab-kitab figih.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Proses penyelesaian perkara
pertanggungjawaban pidana delik perzinaan di Pengadilan Negeri Sleman, dengan
nomor  perkara. 112/Pid.B/2002/PN.Sleman ~ dan  nomor  perkara
113/Pid.B/2002/PN. Sigman. Secara umum telah sesuai dengan ketentuan undang-
undang yang berlaku, seperti ketentuan-yang ada dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP
tentang ketentuan sanksk pidana bagi pelaku perzinaan, tetapi ditinjau dari hukum
Islam sanksi delif perzinaan yang diatur dalam KUHP tersebut tidak sesuai,
karena dalam h Islam sanksi yang dikenakan bagi pelaku zina adalah jilid

:seratus kali dan dirajam.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pertanggungjawaban
pidana delik perzinaan di Pengadilan: Negeri Sleman: berdasarkan pengakuan
langsung dari terdakwa, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang cukup, serta
terpenuhi segala unsur-unsur perzinaan, sedangkan pertimbangan yang paling
dominan adalah hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan
terdakwa. Sedangkan dasar hukum putusannya adalah Pasal 284 ayat (1) KUHP.
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Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga
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NOTA DINAS
Hal  : Skripsi Kepada

Saudari Fitri Suryani Yth. Bapak Dekan Fak. Syari'ah
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi, serta menyarankan perbaikan

seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari :

Nama : Fitri Suryani
NIM - : 01371077
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Delik Perzinaan

Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan
Negeri Sleman Tahun 2002-2004)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syati'ah UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudari tersebut diatas dapat
segera dimunagasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 05 Rajab 1426 H
10 Agustus 2005 M
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Dengan nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang tidak terhingga
kepada segenap umat manusia. Salawat dan Salam semoga dilimpahkan kepada
junjungan kita Nabi Muhammad Saw, keluarganya, para sahabatnya, dan para
pengikutnya.

Berkat rahmat dan inayah dari Allah SWT, akhirnya penyusun dapat
menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: Pertanggungjawaban Pidana Delik
Perzinaan Perspektif Hukum Islam, Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sleman.
Nomor perkara 112/Pid. B/2002/PN. Sleman dan 113/Pid. B/2002/PN. Sleman.

Dengan langkah pasti penyusun berusaha menyelesaikan skripsi ini,
meskipun dapat dikatakan karya ilmiah ini jauh dari kebermutuan. Namun
keberadaan karya ini ditengah-tengah Khazanah cendekiawan syari’ah semakin
memberikan daya tarik tersendiri.

Layaknya rasa hormat dan untaian terima kasih kepada semua pihak yang
telah berperan dalam selesainya karya ilmiah ini sebagaimana yang pembaca

saksikan.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan
pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543/b/u/1987.

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Keterangan
} alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
- ba‘ b Be
< ta t Te
< sa S es (dengan titik di atas)
z jim j Je
d ha“ h ha (dengan titik di bawah)
c kha“ kh ka dan ha
2 dal d De
3 zal Z zet (dengan titik di atas)
J ra T Er
J zai z Zet
e sin ] Es
oA syin sy es dan ye
U sad $ es (dengan titik di bawah)
U= dad d de (dengan titik di bawah)
L ta‘ t te (dengan titik di bawah)
L za“ z zet (dengan titik di bawah)




‘ain ¢ koma terbalik di atas
& gain g -
fa‘ f -
3 qaf q -
4 kaf k -
J lam 1 -
2 mim m -
J nun n -
3 wawu w -
A ha h -

& hamzah : apostrof

] ya‘ y -

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

(aintia Muta’aqqidain
dac ‘Iddah

3. Ta’ Marbutah diakhir kata
a. Bila mati ditulis

i Hibah
ZEBEN Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

At dand Ni’matullah

DhilBlS ) Zakatul-fitri
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4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama
Fathah a A
- Kasrah i 1
- Dammah u U

5. Vokal Panjang
a. Fathah dan alif ditulis a
Llals  TJahiliyyah
b. Fathah dan ya mati di tulis a
(g Yas’a
c. Kasrah dan ya mati ditulis i
L Majid

d. Dammah dan wawu mati u

w292 Furid

6. Vokal-vokal Rangkap
a. Fathah dan ya mati ditulis ai

653.49 Bainakum
b. Fathah dan wawu mati au

J 98 Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan

apostrof
Al A’antum
a388 0¥ La’ain syakartum
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8.

9.

10.

Kata sandang alif dan lam
a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-
JAY AlQuran
ksl Al-Qiyas
b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf
syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al-nya.
¢ Laudl As-sama’

MJ\ Asy-syams

Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang
berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf
awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata
sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri

tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut penulisannya.
w28l (553 | Zawial-fufud

aaall Jal Ahl as-sninnah.
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BABI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan nikah, karena ia merupakan jalan yang paling tepat
dan sehat untuk menyalurkan kebutuhan biologis (instink seks). Perkawinan
juga merupakan sarana yang ideal untuk memperoleh keturunan, yang mana
suami isteri mendidik serta membesarkannya dengan penuh kasih sayang dan
kemuliaan, perlindungan serta kebesaran jiwa.

Selain merupakan penyaluran kebutuhan biologis, nikah juga
merupakan pencegahan penyaluran kebutuhan itu pada jalan yang tidak
dikehendaki oleh agama, karena nikah mengandung arti larangan
menyalurkan potensi seks dengan cara-cara di luar ajaran agama atau
perbuatan yang menyimpang.

Zina dinyatakan oleh agama sebagai perbuatan yang melanggar
hukum, yang tentu saja dan sudah seharusnya diberi hukuman maksimal,
mengingat akibat-akibat yang ditimbulkannya sangatlah buruk, lagi pula
mengundang kejahatan dan dosa, karena zina mengandung arti hubungan
kelamin diantara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama
Jain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.'

Tidak menjadi masalah apakah salah seorang atau kedua belah pihak

telah memiliki pasangan hidupnya masing-masing ataupun belum menikah

! Abdurrahman, Tindak Pidana dalam Syariat Islam, alih bahasa H.Wadi, (Jakarta:
Rineka Cipta, 1992), hlm. 31. Yatimin, Etika Seksual dan Penyimpangannya dalam Islam,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2003), him. 102.



sama sekali. Kata “zina” ini dikenakan baik terhadap seorang atau keduanya
telah menikah ataupun belum.”

Islam menganggap zina bukan hanya sebagai suatu dosa yang besar,
melainkan juga sebagai suatu tindakan yang akan membuka gerbang berbagai
perbuatan memalukan lainnya, akan menghancurkan landasan keluarga yang
sangat mendasar, dan merupakan perbuatan membahayakan serta mengancam
keutuhan masyarakat. Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

3 o slow g Ll OIS &) ) 19, 8Y

Dari segi kesehatan (medis) zina adalah sumber langsung menularnya
penyakit-penyakit yang membahayakan dan ini akan bersifat turun temurun
dari ayah ke anak.

Dipandang dari segi psikologis, zina mengandung dampak negatif
yang besar sekali, yaitu timbulnya pembunuhan karena sifat atau rasa
cemburu memang sudah menjadi watak manusia. Juga menjadikan rusaknya
rumah tangga serta memutuskan tali perkawinan bagi mereka yang sudah
berkeluarga.

Konsep perzinaan, yang diatur dalam Pasal 284 KUHP, merumuskan
bahwa hubungan seksual di luar perkawinan hanya merupakan suatu
kejahatan apabila para pelaku atau salah satu pelakunya adalah orang yang

telah terikat dalam perkawinan dengan orang lain.* Jadi zina dalam KUHP

2 Ibid.
3 al- Isra” (17): 32

* Malik Fajar, dkk., Pidana Islam di Indonesia Peluang Prospek, dan Tantangan, cet. I,
(Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), him. 183.



dilarang bukan karena perbuatan zina itu adalah perbuatan buruk atau keji,
tapi karena perbuatan zina tersebut merugikan orang atau pihak lain dalam hal
ini suami atau isteri dari pelaku zina. Jadi apabila suami tidak keberatan
istrinya selingkuh (berzina) dengan laki-laki lain atau si isteri tidak keberatan
suaminya selingkuh (berzina) dengan perempuan lain maka zina tersebut
bukan perbuatan buruk dan dilarang, begitu juga hubungan seksual di luar
perkawinan, antara dua orang yang sama-sama lajang, sama sekali bukan
merupakan tindak pidana perzinaan.

Menurut Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 16 Mei 1946 NJ 1946 no.
523, bahwa seorang isteri atau suami yang melakukan hubungan kelamin
dengan pihak ketiga, yang dilakukan dengan persetujuan suami atau isteri,
tidak termasuk dalam pengertian zina, karena ia (suami atau isteri) telah
menyetujui cara hidup yang ditempuh oleh isterinya atau suaminya tanpa
syarat.5

Di dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP,
undang-undang menentukan bahwa terhadap tindak pidana perzinaan seperti
yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP tidak dapat dilakukan penuntutan,
kecuali ada pengaduan dari suami atau isteri yang merasa dirugikan, dan
apabila bagi suami atau isteri itu berlaku Pasal 27 BW, dalam waktu tiga

bulan pengaduan tersebut harus diikuti oleh pengadu dengan gugatan

* Dikutip oleh Lamintang, dalam Delik-delik Khusus Tindak Pidana-pidana Melanggar
Norma Kesusilaan dan Norma-norma Kepatuhan, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 9.



perceraian atau gugatan perceraian dari meja makan dan tempat tidur, yang

harus diajukan berkenaan dengan terjadinya perzinaan yang bersangkutan.®

Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Leden Marpaung, bahwa
tindak pidana perzinaan merupakan delik aduan, dapat ditarik kembali selama
pemeriksaan sidang belum dimulai, dan pengaduan hanya dapat dilakukan
oleh suami atau isteri yang dirugikan (tidak dapat dilakukan oleh anggota
keluarga).”

Mengacu pada pengertian zina tersebut di atas, hanya ada satu pasal
dalam KUHP bisa dijadikan dasar untuk menghukum pelaku tindak pidana
perzinaan, yaitu Pasal 284 ayat (1) sub le huruf a dan b.

Ayat (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

Ke-1 a. Seorang laki-laki telah nikah yang melakukan zina, padahal
diketahui, bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya, dan seorang
perempuan tidak menikah yang turut serta melakukan perbuatan
itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah
nikah dan Pasal 27 BW berlaku baginya

b. Seorang perempuan telah nikah yang melakukan zina, dan seorang

laki-laki yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal
diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah dan Pasal 27 BW

berlaku baginya

6 Lamintang, Delik-delik Khusus, hlm. 98

” Leden Marpaung, Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, cet. 1,
(Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 43. Lihat juga Pasal 204 ayat (2 dan 4) KUHP.



Merujuk pada Pasal 284 ayat (1) sub le huruf a dan b KUHP di atas,
maka perkara pidana perzinaan yang dapat dikenakan pertanggungjawaban
pidana, apabila salah satu pelakunya terikat oleh suatu perkawinan yang sah.

Dalam mensikapi perkara semacam ini setiap pengadilan negeri sudah
ada kebijakan untuk memberikan sanksi pidana terhadap si pelaku yang
menurut undang-undang sudah diberlakukan. Untuk itu peranan hukum dalam
masyarakat sangat penting, bukan saja karena secara eksplisit dinyatakan
bahwa Indonesia merupakan negara hukum, akan tetapi fungsi yang
diembannya harus mencapai sebuah harapan yang diletakkan terhadap
lembaga peradilan (lembaga pengadilan) selaku pemberi keadilan dan benteng

keadilan. Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

Vi e p b 0ls (S 2 Yy Jaoilly higs i Gpegh 15358 Vsl pddl Ll
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Dengan demikian kebenaran dan keadilan diharapkan dapat terwujud

dari seorang hakim. Berangkat dari masalah di atas, maka perkara timdak
pidana perzinaan, dan sanksi pidana yang diberikan oleh majelis hakim di
Pengadilan Négeri Sleman adalah hukuman penjara 8 bulan dan masa
percobaannya 1 tahun. Jika si pelaku melakukan tindak pidana lagi. Hal ini
karena perkaranya terjerat Pasal 284 ayat (1) sub le huruf a dan b KUHP.
Atas dasar inilah penyusun antusias untuk melakukan penelitian di Pengadilan
Negeri Sleman sebagai obyeknya adalah surat keputusan majelis hakim, dan

untuk lebih terfokus dalam pembahasan selanjutnya maka penyusun

8 al-Ma’idah (5): 8.



membatasi masalah tentang pertanggungjawaban pidana delik perzinaan dari
hasil putusan majelis hakim di Pengadilan Negeri Sleman, dan ditinjau dari

hukum Islam.

. Pokok Masalah
Dari mencermati latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka
untuk memperjelas dan mempertegas kajian penelitian ini, ada dua hal yang
dapat penyusun jadikan sebagai pokok masalah:
1. Bagaimana putusan hakim terhadap delik perzinaan di Pengadilan Negeri
.Sleman?
2. | Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara delik

perzinaan di Pengadilan Negeri Sleman?

. Tujuan dan Kegunaan

Dengan memperhatikan latar belakang dan pokok masalah di atas,
maka tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dari pembahasan skripsi ini
adalah:

1. Tujuan penelitian

Mendeskripsikan dan menganalisa putusan hukum delik perzinaan di
Pengadilan Negeri Sleman dan bagaimana pertimbangan Hakim dalam
memutuskan perkara delik perzinaan di Pengadilan Negeri Sleman kemudian

di tinjau dari segi hukum Islam.



2. Kegunaan penelitian
Memberikan sumbangan pemikiran dalam hukum pidana Islam, serta
menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penyusun dan pembaca dalam
bidang pidana, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban
pidana delik perzinaan.
D. Telaah Pustaka

Adapun beberapa karya ilmiah yang penyusun temukan, seperti:

1. Sri Mulyani, dalam skripsinya, Sanksi Bagi Pelaku Zina Yang Telah
Menikah dalam Islam, Studi Perbandingan Antara Abdul Qadir Audah
dan T.M. Hasbi Ash-Shisa’dieqy.9 Di sini Mulyani membahas pemikiran
dua ulama tentang sanksi bagi pelaku zina yang telah menikah. Karena
berbeda dalam beristinbat maka dalam menetapkan sanksipun berbeda.
Audah merujuk pada hadis untuk menetapkan sanksi bagi pelaku zina
yang telah menikah, sedang T.M. Hasbi ash-Shiddieqy menyatakan bahwa
sanksi bagi pelaku zina yang telah ataupun belum menikah sanksinya
sama.

2. Indah Rofi'atun, dalam skripsinya, Kajian terhadap Hukum Rajam dalam
Perzinaan,'® dalam hal ini Rofi'atun lebih menekankan hukuman rajam
merupakan hukuman yang tidak sesuai dengan petunjuk al-Qur'an, maka
hukuman yang muhkam adalah hukuman jilid di mana hukuman jilid

merupakan  suatu ketetapan yang sangat memperhatikan nilai-nilai

® Sri Mulyani, Sanksi Bagi Pelaku Zina Yang Telah Menikah dalam Islam, Studi
Perbandingan Antara Abdul Qadir Audah dan T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, Skripsi, Fakultas
Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004. Tidak di terbitkan.

19 Indan Rofi’atun, Kajian terhadap Hukum Rajam dalam Perzinaan, Skripsi, Fakultas
Syari’ah JAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004. Tidak di terbitkan.



kemanusiaan dalam kerangka tatanan masyarakat yang luas, dan tidak
hanya dalam ukuran individu.

3. Mahrus Ali, Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Kriteria Delik
Perzinaan dalam Hukum Pidana Positif"’ di dalam skripsi ini Mahrus
lebih cenderung membahas bahwa perzinaan yang terdapat dalam hukum
pidana positif tidak sama dengan pengertian yang ada dalam hukum
pidana Islam, karena dalam hukum pidana Islam semua bentuk hubungan
seksual yang dilakukan dengan orang lain tanpa hubungan yang sah
adalah zina. Semua delik yang ada dalam hukum pidana Islam adalah
delik biasa, siapapun boleh mengajukan delik tersebut kepada hakim jika
bukti-bukti dan persyaratan-persyaratan delik tersebut telah jelas.

4. Yatimin, dalam karyanya, Etika Seksual dan Penyimpangannya dalam
Islam,'* dalam bukunya Yatimin menjelaskan bahwa Islam memandang
,hubungan seksual adalah fitrah manusia yang harus dijunjung tinggi
kehormatannya, hubungan seksual yang halal adalah hubungan seksual
atas dasar nikah, yang, diridhai, Allah  untuk meneruskan keturunan,
menjaga keseimbangan dan kesuciannya. Hubungan seksual yang
diharamkan ialah hubungan seksual yang menyimpang yaitu melalui cara-
cara zina, melacur, dan sejenisnya tidak sesuai dan bertentangan dengan

fitrah manusia dilaknat dan dikutuk oleh Allah SWT.

" Mahrur Ali, Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Kriteria Delik Perzinaan dalam
Hukum Pidana Positif. Skripsi, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004. Tidak
di terbitkan.

2 yatimin, Etika Seksual dan Penyimpangannya dalam Islam, (Jakarta: Amzah, 2003),
him. 112.



5. Abu al-Ghifari, dalam bukunya, Gelombang Kejahatan Seks Remaja
Modern,”® dalam karyanya Al-Ghifari lebih cenderung menjelaskan
penyimpangan seksual yang terjadi di kalangan remaja, serta faktor-faktor
pendukung yang menjadi sumber penyimpangan tersebut, antara lain:
Pertama, kualitas diri remaja itu sendiri yang mengalami perkembangan
emosional yang tidak sehat. Kedua, kualitas lingkungan keluarga yang
tidak mendukung anak berlaku baik. Ketiga, kualitas lingkungan yang
kurang sehat dan yang, keempat, minimnya kualitas informasi yang masuk
pada remaja sebagai akibat globalisasi. Akibatnya anak remaja sangat
kesulitan mendapatkan informasi sehat dalam hal seksualitas.

Dari sekian buku dan skripsi sudah banyak yang membicarakan
mengenai perzinaan, akan tetapi belum ada satupun yang membahas tentang
Pertanggungjawaban Pidana Delik Perzinaan Perspektif Hukum Islam (Studi
Kasus di Pengadilan Negeri Sleman). Oleh karena itu penyusun perlu

mengkaji secara lebih spesifik lagi.

E. Kerangka Teoritik
Untuk memperoleh jawaban yang  tepat. dan ‘benar terhadap
permasalahan yang dipaparkan, tentu diperlukan suatu kerangka teori yang
bisa dijadikan sebagai landasan untuk berpijak. Adapun landasan teori yang
penyusun maksud dalam mencari jawaban realitas permasalahan

pertanggungjawaban pidana karena zina yaitu dalil-dalil al-Qur'an dan hadis

BAl-Ghifari, Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern, cet. V, (Bandung: Mujahid,
2004), hlm. 35.
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serta kaidah-kaidah fighiyyah yang terkait, sehingga pada akhirnya akan
diperoleh pembahasan yang sistematis dan komprehensif dengan data-data
yang valid.

Dalam hukum pidana Islam dikenal beberapa istilah kaidah pokok:

Pertama, al-jarimah, yaitu perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang
pelakunya diancam oleh Allah dengan hukuman al-had atau at-ta zir1*

Kedua, al-jarimah az-zina, tindak pidana zina, yaitu hubungan seksual
antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat
oleh suatu perkawinan yang sah tanpa disertai unsur keraguan (subhat) dalam
hubungan seksual tersebut,'® dan hukuman baginya adalah dirajam bagi yang
sudah menikah dan hukuman dera bagi yang belum menikah. Sebab jatuhnya
hukuman itu dikarenakan melanggar kesopanan dan merampas hak orang lain

yang dimilikinya menurut hukum alamiyah dan menurut adat istiadat yang

berlaku.
Ketiga, bahwa semua tindak pidana (al/-jarimah) dalam hukum pidana
Islam adalah delik biasa dan tidak mengenal adanya delik aduan, baik itu al-
Jjarimah hudud, al-jarimah al-qisas dan ad-diat maupun al-jarimah at-ta’zir.
Keempat, ada kaidah yang mengatakan bahwa tidaklah dapat dianggap
sebagai suatu ‘Eindak pidana bagi orang yang melakukan perbuatan atau
meninggalkan perbuatan yang tidak ada dalam nash dengan jelas. Oleh karena

itu tidaklah dapat dipertanggungjawabkan orang yang melakukan perbuatan

" Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, cet. 11, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), him. 9

BIbid., him. 65-66.
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atau orang yang meninggalkan perbuatan sebelum adanya nas yang melarang
atau memerintahkan.

Dalam mensikapi kasus-kasus yang terdapat di Pengadilan Negeri
Sleman ini, tentunya tidak dapat diputuskan hukum yang sama terhadap yang
sama pula. Akan tetapi harus mencoba untuk memahami dalil hukum yang
tidak dapat dipisahkan dengan maslahah sebagai dalil yang lain. Di samping
dalil-dalil di atas, dapat juga menekankan pada salah satu aspek perlindungan
yang dalam Islam dikenal dengan istilah al-kulliyat al-khams atau ad-
daruriyah al-khams (lima asas perlindungan), yaitu:

1. Agama (hifz al-din)

2. Akal (hifz al-'aql)

3. Jiwa (hifz an naf3)

4. Keturunan (hifz an-nasi)
5. Harta (hifz al-mal)'®

Ini dapat digunakan sebagai acuan dalam memandang hukum dasar
manusia yang merupakan norma-norma melekat dalam fitrah-manusia artinya
perlindungan lima hal di atas mengakomodasi kepentingan semua pihak, tanpa
memandang keyakinan, golongan, etnis, dan jenis kelamin. Ini berarti juga
bahwa penegakan hak-hak dasar manusia harus memperhatikan keadilan,
kemerdekaan, dan kesetaraan manusia di depan hukum. Secara konsepsional

pelaksanaan hak-hak ini ditempuh melalui dua cara: Jalb al-mashalih dan

16 Muhammad ibn Muhammad Abu Syuhbah, Al-Hudud f£i al-Islam, (Kairo: Amieriyyah,
1974), hlm. 127. Asy-Shatibi Abu Ishaq al-Lahmi, A-Muwafaqat fi Usul asy-Syar’iah, (Beirut:
Dar al-Bazi, t.t), 11: 4. Lihat juga Abd al-Wahab Khalaf, Ilm Usul al-Figh, (Kuwait: Dar al-
Qalam, 1990), hlm. 198.
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dar’u al-mafasid’ menegakkan kebaikan-kebaikan atau mewujudkan

kesejahteraan umum dan menolak segala hal yang destruktif. Sehingga apa

yang ditetapkan nanti senantiasa berpijak pada kemaslahatan bersama dalam

masyarakat itu sendiri.

F. Metode Penelitian

1.

Jenis Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan jenis
penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan untuk
memperjelas kesesuaian antara teori dan praktek ‘dengan menggunakan
data prime:r,18 dalam hal ini kasus yang masuk di Pengadilan Negeri
Sleman, sedangkan obyek dalam penelitian ini adalah putusan
pertanggungjawaban pidana delik perzinaan, dan kemudian dideskripsikan
serta dianalisis hingga dapat menjawab persoalan yang telah dirumuskan
dalam pokok masalah.
Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif —analitik. Deskriptif adalah
penelitian yang dapat menghasilkan gambaran yang menguraikan fakta-
fakta, situasi-situasi atau kejadian.'® Dalam hal ini penyusun memaparkan

tentang pertanggungjawaban pidana delik perzinaan, dengan demikian

him. 16.

him. 51.

17 Ali Hasabullah, Usul at-Tasyri” al-Islami, (t.tp: Dar al-ma’arif, t.t), hlm. 309.

18 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dan Praktik, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991),

1 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. IIL, (Jakarta: UI Press, 1986),
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mempermudah bagi penyusun untuk memberi kesimpulan dan
menganalisis.
3. Lokasi Penelitian
Melihat bahwa subyek penelitian dalam skripsi ini adalah kasus-
kasus perzinaan di Pengadilan Negeri Sleman, maka obyek penelitiannya
adalah Pengadilan Negeri Sleman.
4. Populasi dan Sampel

a. Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang
sama.”’ Yang dimaksud dengan populasi dalam penelitian ini adalah
semua putusan yang dihasilkan oleh majelis hukum tentang delik
perzinaan yang ada di Pengadilan Negeri Sleman.

b. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.21 Yang
vdijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari populasi,
karena banyak ahli riset yang menyarankan untuk mengambil sampel

2

sebesar 10% dari populasi, sebagian aturan kasar.

5. Teknik Pengumpulan Data
Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian digali melalui cara-

cara sebagai berikut:

2 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, cet. 11, (Jakarta: Raja Gravindo
Persada, 1998), him. 121. Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, cet. 1V,
(Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 53-55.

2! Ibid., him. 122.

2 Saifudin Azwar, Metode Penelitian, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 82.
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a. Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data dengan meneliti data-data
yang tersimpan dalam dokumen-dokumen di Pengadilan Negeri
Sleman.

b. Wawancara atau interview, yaitu suatu bentuk komunikasi yang
berbentuk tanya jawab langsung dengan tujuan untuk mendapatkan
data tambahan, metode ini berguna sebagai alat pelengkap untuk
memperoleh data dengan memakai garis-garis pokok wawancara agar
supaya lebih terarah dan memperkuat validitas data yang sangat
dibutuhkan wawancara ini dilakukan kepada hakim-hakim yang ada di
Pengadilan Negeri Sleman.

6. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan normatif yuridis, yaitu pendekatan terhadap masalah yang

diteliti mengenai pertanggungjawaban pidana delik perzinaan di

Pengadilan Negeri Sleman  dengan melihat sesuatu itu baik atau tidak

berdasarkan norma-norma yang ada, peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan berdasarkan hukum Islam.
7. Analisis Data
Dalam menganalisis sebuah data, penyusun menggunakan metode:

a. Induksi, adalah metode berpikir menerangkan data-data yang bersifat
khusus yang mempunyai unsur-unsur kesamaan, sehingga bila
digeneralisasikan menjadi sebuah kesimpulan yang umum. Dalam hal

ini fakta-fakta perzinaan yang ada di Pengadilan Negeri Sleman di
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analisa untuk kemudian diambil kesimpulan mengenai perzinaan
secara global.

b. Deduksi, adalah metode pengambilan data-data yang bersifat umum
dan kemudian diambil kesimpulan yang khusus.? Sesuatu yang umum
itu adalah perzinaan secara umum kemudian ditarik ke sesuatu yang
khusus yaitu pertanggungja\&aban pidana delik perzinaan yang ada di
Pengadilan Negeri Sleman. Dalam hal ini Syari'at Islam dijadikan

rujukan untuk menilai fenomena delik perzinaan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi agar mudah dipahami dan terperinci pembahasannya,
maka akan dituangkan dalam beberapa bab yang masing-masing memiliki
keterkaitan antara bab satu dengan bab-bab yang lainnya secara logis dan
sistematis, maka dibuatlah sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan, mengantarkan penelitian ini secara
menyeluruh. Menguraikan  tentang ' latar . belakang ' masalah, yang
mengantarkan penyusun kepada alasan mengapa mengangkat masalah yang
dimaksud: pokok masalah untuk menegaskan masalah yang dibahas, tujuan
dan kegunaan penelitian: telaah pustaka, yang menggambarkan usaha
penelaahan penyusun terhadap literatur-literatur yang memiliki relevansi
dengan masalah. Hal ini terutama untuk mencri data dan menghindari
penjiplakan jika ternyata telah ada orang yang meneliti masalah yang sama

dengan penyusun: kerangka teoritik, guna membedah dan memaparkan teori

B Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), hlm. 42.
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yang akan menjadi landasan pemikiran penyusun: metode penelitian dan
sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tinjauan hukum Islam terhadap
pertanggungjawaban pidana delik perzinaan, yang meliputi didalamnya
tentang pengertian dan dasar hukum perzinaan, menyusul kemudian unsur-
unsur dan pembuktian delik perzinaan, dan yang terakhir termasuk di
dalamnya sanksi delik perzinaan menurut hukum Islam.

Bab ketiga, membahas tentang pertanggungjawaban pidana delik
perzinaan di Pengadilan Negeri Sleman, yang melingkupinya pengertian dan
dasar hukum perzinaan dalam hukum positif, kemudian unsur-unsur dan
pembuktian delik perzinaan di Pengadilan Negeri Sleman, dan sanksi delik
perzinaan di Pengadilan Negeri Sleman.

Bab keempat, membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap
pertanggungjawaban pidana delik perzinaan di Pengadilan Negeri Sleman,
meliputi di dalamnya dari segi penetapan sanksinya serta pertimbangan
Hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

Bab kelima, akan diakhiri dengan penutup, yang berisi: kesimpulan
penyusun mengenai pembahasan yang telah terpaparkan sebelumnya serta

sarsan-saran untuk pengembangan studi lebih lanjut.



BABV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan di atas, penyusun dapat mengambil sebuah
kesimpulan sebagai berikut:

1. Setelah melihat hasil data putusan Majelis Hakim mengenai Delik
Perzinaan yang ada di Pengadilan Negeri Sleman dengan no.
perkaral12/Pid.B/2002/pn Sleman dan 113/Pid.B/200 Sleman serta
menganalisanya, maka hukuman penjara selama delapan bulan penjara
yang dijatuhkan kepada terdakwa Susmiyono dan Istiqomah dilihat dari
dampak psikologis, sosiologis, kesehatan dan agama belum sampai pada
batas maksimal untuk nilai sebuah keadilan. Hal ini karena dalam hukum
Islam setiap sanksi tindak pidana kejahatan, terutama kejahatan terhadap
susila, jika melanggar aturan tentunya diancam Allah dengan hukuman
baik hukum hadd maupun hukuman fa'zir.. Adapun untuk perkara tindak
pidana perzinaan, baik penzina ghairu muhsan maupun penzina muhsan,
dalam hukum Islam dikenakan hukuman pidana dicambuk seratus kali dan
dirajam hingga mati. Selain merupakan perbuatan yang haram dan keji
untuk dilakukan, hukuman tersebut juga bertujuan untuk membuat si
pelaku jera dan mau bertaubat. Sehingga tujuan dari hukuman dapat
merealisasikan kehidupan maslahah dan menjaga sendi-sendi kehidupan
manusia, baik dalam lingkungan masyarakat pada umumnya maupun

dalam lingkungan keluarga.
70
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2. Dalam memutuskan putusan perkara delik perzinaan di Pengadilan Negeri
Sleman, ada bebrapa hal yang menjadi pertimbangan hakim, diantaranya
mendengarkan keterangan-keterangan saksi-saksi meneliti barang-barang
yang menjadi sebuah bukti, bahwa perzinaan tersebut benar-benar telah
dilakukan serta pengakuan langsung dari terdakwa, dan yang tidak kalah
pentingnya adalah hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa
tersebut, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka
putusan majelis hakim di Pengadilan Negeri Sleman terhadap perkara
delik perzinaan sudah menunjukkan adanya sifat, bahwa hakim itu
bijaksana dan telah menciptakan sebuah keadilan bagi seluruh lapisan
masyarakat. Sesuai dengan perintah Allah SWT untuk selalu berbuat adil,
walaupun untuk diri sendiri. Dengan demikian, hendaknya tidak ada lagi
keraguan tentang peran hakim dalam menegakkan hukum yang

sebenarnya serta menegakkan keadilan.

B. Saran-saran
Adapun saran yang berarti untuk menghadapi perkembangan zaman
yang semakin canggih dan maju dengan berbagai budaya, agama dan etnis
adalah sebagai berikut:
1. Hukum di Indonesia perlu dikaji ulang kembali, terlebih pada peraturan
perundang-undangannya yang masih belum memenuhi nilai kestandaran
dan nilai keadilan. Hal ini disebabkan hukum yang berlaku di Indonesia

masih warisan kolonial Belanda, sehingga menjadikan hukum di
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Indonesia belum bisa berdiri sendiri dalam membentuk sebuah perundang-
undangan.

2. Masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, untuk selayaknya
sebuah pengadilan khususnya pengadilan yang menangani tindak pidana,
dalam memutuskan suatu putusan harus benar-benar mewujudkan
keadilan, dengan berpedoman dan berlandaskan hukum-hukum yang telah
ditetapkan oleh hukum Allah dan Rasul-Nya, terutama terhadap delik
perzinaan.

3. Sebagai saran terakhir, bagi pembentuk Undang-undang Pidana,
hendaknya memasukkan nilai-nilai keislaman dalam membuat suatu
peraturan hukum sebagai perwujudan sikap taqwa terhadap aturan Allah

dan Rasul-Nya.
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